
Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa 

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki aset yang sangat berharga untuk mendukung 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aset penting tersebut adalah Tanah Kas Desa, 

yaitu tanah yang dimiliki oleh desa dan digunakan untuk kepentingan umum atau menghasilkan 

pendapatan bagi desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa menjadi salah satu kewenangan desa yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya. Melalui 

pengelolaan yang baik, Tanah Kas Desa dapat menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) dan 

mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. 

Artikel ini akan membahas secara detail tentang kewenangan desa dalam pengelolaan Tanah Kas 

Desa, mulai dari dasar hukum, jenis-jenis Tanah Kas Desa, mekanisme pengelolaan, peran pemerintah 

desa, hingga tantangan dan solusi dalam pengelolaannya. 

Dasar Hukum Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Undang-Undang Desa menjadi landasan utama dalam pengaturan kewenangan desa, termasuk dalam 

pengelolaan Tanah Kas Desa. Beberapa pasal kunci dalam UU ini antara lain: 

 Pasal 67: Mengatur bahwa desa memiliki hak menguasai dan mengelola tanah kas desa 

sebagai bagian dari aset desa. 

 Pasal 68: Menjelaskan bahwa tanah kas desa digunakan untuk kepentingan pembangunan desa 

dan kesejahteraan masyarakat. 

 Pasal 69: Mengatur tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa 

PP ini memberikan panduan teknis tentang pengelolaan aset desa, termasuk Tanah Kas Desa. 

Beberapa poin penting dalam PP ini meliputi: 

 Mekanisme inventarisasi dan pendaftaran tanah kas desa. 

 Tata cara pemanfaatan tanah kas desa untuk kepentingan umum atau usaha ekonomi. 

 Pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan tanah kas desa. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Permendagri memberikan panduan lebih rinci tentang pengelolaan tanah kas desa, termasuk: 

 Tata cara penyusunan rencana pengelolaan tanah kas desa. 



 Mekanisme pengawasan dan evaluasi pengelolaan tanah kas desa. 

4. Peraturan Desa (Perdes) 

Perdes menjadi instrumen hukum lokal yang mengatur pengelolaan tanah kas desa sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya, Perdes dapat mengatur tentang: 

 Jenis-jenis tanah kas desa. 

 Mekanisme pemanfaatan tanah kas desa. 

 Alokasi hasil pengelolaan tanah kas desa untuk pembangunan desa. 

Jenis-Jenis Tanah Kas Desa 

1. Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum 

Tanah kas desa jenis ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti: 

 Pembangunan fasilitas umum (sekolah, puskesmas, balai desa). 

 Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi). 

 Lahan pemakaman umum. 

2. Tanah Kas Desa untuk Usaha Ekonomi 

Tanah kas desa jenis ini dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi desa, seperti: 

 Lahan pertanian, perkebunan, atau peternakan. 

 Lahan untuk usaha pariwisata desa. 

 Lahan untuk industri kecil atau kerajinan tangan. 

3. Tanah Kas Desa untuk Konservasi 

Tanah kas desa jenis ini digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti: 

 Hutan desa. 

 Lahan resapan air. 

 Kawasan lindung. 

Mekanisme Pengelolaan Tanah Kas Desa 

1. Inventarisasi dan Pendaftaran 



Langkah pertama dalam pengelolaan tanah kas desa adalah melakukan inventarisasi dan pendaftaran. 

Proses ini meliputi: 

 Identifikasi lokasi, luas, dan status tanah kas desa. 

 Pendaftaran tanah kas desa ke kantor pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat. 

2. Perencanaan Pemanfaatan 

Setelah inventarisasi, pemerintah desa menyusun rencana pemanfaatan tanah kas desa melalui 

musyawarah desa. Rencana ini mencakup: 

 Jenis pemanfaatan (kepentingan umum, usaha ekonomi, atau konservasi). 

 Alokasi hasil pengelolaan tanah kas desa untuk pembangunan desa. 

3. Pelaksanaan Pengelolaan 

Pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan 

masyarakat. Contohnya: 

 Pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan fasilitas umum. 

 Pengelolaan tanah kas desa untuk usaha ekonomi, seperti pertanian atau pariwisata. 

4. Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas. Proses ini meliputi: 

 Pelaporan hasil pengelolaan tanah kas desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa. 

 Evaluasi kinerja pengelolaan tanah kas desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa 

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, memegang peran sentral dalam 

pengelolaan tanah kas desa. Tugas mereka meliputi: 

 Memastikan bahwa tanah kas desa dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa. 

 Melaporkan perkembangan pengelolaan tanah kas desa kepada masyarakat melalui 

musyawarah desa. 



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa yang mengawasi pengelolaan tanah kas desa. Tugas 

BPD meliputi: 

 Menyusun peraturan desa (Perdes) terkait pengelolaan tanah kas desa. 

 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan tanah kas desa. 

 Mengawasi pelaksanaan keputusan musyawarah desa terkait tanah kas desa. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan tanah kas desa. Partisipasi 

masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan tanah kas desa, karena keputusan yang diambil 

harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara kolektif. Contohnya: 

 Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan pendapat dalam musyawarah desa terkait 

pemanfaatan tanah kas desa. 

 Masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa. 

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa 

1. Tantangan 

 Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya kapasitas aparatur desa dan masyarakat 

dalam mengelola tanah kas desa. 

 Konflik Kepemilikan: Adanya sengketa kepemilikan tanah kas desa dengan pihak lain. 

 Keterbatasan Modal: Kurangnya modal untuk mengembangkan pemanfaatan tanah kas desa. 

2. Solusi 

 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat: Pelatihan dan pendidikan bagi 

aparatur desa dan masyarakat tentang pengelolaan tanah kas desa. 

 Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat: Sinergi antara pemerintah desa, 

kabupaten/kota, dan provinsi dalam mendukung pengelolaan tanah kas desa. 

 Pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Kerja sama dengan LSM 

untuk memberikan pendampingan teknis dan manajerial dalam pengelolaan tanah kas desa. 

Kewenangan desa dalam pengelolaan tanah kas desa merupakan instrumen penting untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan mendukung pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, tanah kas desa dapat menjadi aset strategis yang 

berkontribusi pada kemandirian ekonomi desa. 



Rekomendasi 

 Perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kapasitas desa dalam 

mengelola tanah kas desa. 

 Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan tanah kas desa. 

Referensi 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. 

 Buku dan jurnal terkait pengelolaan aset desa dan pembangunan ekonomi desa. 
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